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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku aplikasi 

Ruangguru yang dibuat oleh PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru) masih 

memuat ketentuan yang bertentangan dengan UUPK, khususnya Pasal 18 

UUPK yang menjelaskan mengenai klausula baku yang dilarang dalam sebuah 

perjanjian baku. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UUPK terdapat pada 

Syarat dan Ketentuan Ruangguru pada bagian C mengenai akses terhadap 

Platform Ruangguru, F mengenai pengunggahan konten pada Platform 

Ruangguru, I mengenai tanggung jawab konsumen, M mengenai batasan 

tanggung jawab Ruangguru, dan P mengenai ketentuan lainnya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku aplikasi Ruangguru mencantumkan 

klausula baku yang dilarang, yaitu klausula eksonerasi yang dapat merugikan 

konsumen dan bertujuan untuk membebaskan Ruangguru sebagai pelaku 

usaha dari tanggung jawabnya.  

 

Kemudian pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) UUPK terdapat pada bagian 

A mengenai pembukaan akun konsumen. Selain itu, ditemukan juga klausul 

yang menunjukan ketidakseimbangan hak antara konsumen dengan 

Ruangguru dan terdapat banyak kesalahan penulisan yang disertai penggunaan 

kata maupun frasa yang kurang efektif. Kesalahan-kesalahan seperti ini 

seharusnya dapat dihindari jika penyusunan Syarat dan Ketentuan Penggunaan 

Platform Ruangguru dibuat secara teliti dan hati-hati. Selanjutnya berdasarkan 

Pasal 18 ayat (3) UUPK, pencantuman klausula baku Ruangguru yang 

memenuhi Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK mengakibatkan klausula tersebut 

dinyatakan batal demi hukum. 

 

 

 



87 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan 

di atas, maka saran yang penulis berikan yaitu Ruangguru sebagai pelaku 

usaha sebaiknya mengubah klausula-klausula di dalam perjanjian baku 

aplikasi Ruangguru yang masih bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. 

Sehingga perjanjian baku aplikasi Ruangguru tidak menimbulkan kerugian 

bagi konsumen. Selain itu Ruangguru juga sebaiknya melibatkan pemerintah 

dalam proses pembuatan perjanjian baku agar pemerintah dapat mengawasi 

dan mencegah penggunaan klausula eksonerasi. Kemudian Ruangguru juga 

perlu memperhatikan penulisan dan menghindari penggunaan klausul yang 

membingungkan konsumen secara keseluruhan agar tidak menimbulkan 

kebingungan pada konsumen saat membacanya. Saran lainnya yaitu konsumen 

sebaiknya membaca Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform Ruangguru 

dengan teliti dan hati-hati supaya konsumen dapat memahami betul hak dan 

kewajiban yang dimilikinya. 
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